BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian terhadap Rehabilitasi Bagi Warga binaan
Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Perspektif Fikih

Siyasah pada Lapas Perempuan Kelas 1B Bengkulu bahwa :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya
menekankan aspek represif melalui sanksi pidana, tetapi juiga
mengedepankan pendekatan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika
melalui rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi bertujuan memulihkan
pecandu dari ketergantungan, bukan membebaskan dari pidana.
Pengaturan rehabilitasi dalam pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa pecandu dan korban
penyalahgunaan narkotika pada dasarnya wajib menjalani rehabilitasi.
Rehabilitasi terdiri dari: rehabilitasi medis yaitu proses pengobatan secara
terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan
rehabilitasi sosial yaitu proses pemulihan secara terpadu baik fisik,
mental, maupun sosial agar mantan pecandu dapat kembali berfungsi
dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi dipandang sebagai upaya
pemulihan, bukan semata-mata pemberian hukuman, khususnya bagi
pengguna yang tergolong korban penyalahgunaan narkotika. Dengan

demikian, UU Narkotika mengedepankan pendekatan kesehatan dan
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pemulihan selain pendekatan pidana.

. Pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu dilakukan melalui
program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis
dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan, konseling, dan pemantauan
kondisi warga binaan yang memiliki riwayat penyalahgunaan narkotika.
Sementara rehabilitasi sosial dilakukan melalui pembinaan kepribadian,
pembinaan kerohanian, konseling psikologis, serta pelatihan keterampilan
yang bertujuan membentuk perilaku positif dan mempersiapkan warga
binaan kembali ke masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih
menghadapi kendala seperti keterbatasan tenaga profesional, sarana dan
prasarana rehabilitasi, serta penganggaran kegiatan rehabilitasi yang tidak
berkesinambungan yang dapat memengaruhi efektivitas program

rehabilitasi.

. Perspektif Fikih Siyasah terhadap rehabilitasi narkotika di Lapas
Perempuan Kelas IIB Bengkulu sudah sejalan dengan prinsip Fikih
Siyasah (khususnya Siyasah Dusturiyah) atau disebut kebijakan hukum
tata negara yang dipadukan dengan Siyasah Syar’iyah yang berlandaskan
prinsip Mashlahah Mursalah atau kemaslahatan umum. Pendekatan
rehabilitatif juga mencerminkan nilai persaudaraan dan rahmah (kasih
sayang), keadilan (adl), tanggung jawab (Amanah), kemaslahatan umat
(maslahah ‘ammah) dan islah (perbaikan) yang menekankan pemulihan
dan perbaikan individu. Dengan demikian, secara normatif rehabilitasi
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telah sesuai dengan prinsip hukum Islam, meskipun secara
implementatif masih memerlukan penguatan agar tujuan kemaslahatan
dapat tercapai secara optimal dan pada dasarnya pelaksanaan rehabilitasi
bagi warga binaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas IIB Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 dan sejalan dengan prinsip-prinsip Fikih Siyasah,
meskipun masih diperlukan peningkatan fasilitas dan kualitas program
agar tujuan rehabilitasi dapat tercapai secara optimal.
B. SARAN
Rekomendasi — rekomendasi yang dapat diberikan dalam rangka
memaksimalkan Implementasi Undang — undang Nomor 35 Tahun 2009 bagi

Narapidana dengan kasus Narkotika pada Lapas Perempuan Kelas IIB

Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu sebaiknya menambah personil
petugas yang bertugas melakukan pembinaan pada warga binaan, agar
fungsi rehabilitasi sosial bisa berjalan secara maksimal, jika dilakukan
pembinaan oleh petugas yang berkompeten yang merupakan bagian yang
penting dalam keberhasilan rehabilitasi.

2. Lapas Perempuan Kelas 1IB Bengkulu mengusulkan diadakannya kegiatan
rehabilitasi medis setiap tahunnya ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, agar proses rehabilitasi medis yang sudah berlangsung

tidak terputus dan mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga dapat
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mengurangi angka residivis dan para pecandu narkotika bisa diterima
kembali ke tengah — tengah masyarkat.

. Lapas Perempuan Kelas I[IB Bengkulu memperluas kerja sama dengan mitra
kerja dalam hal mengembangkan potensi dan minat kerja para warga binaan
sehingga saat mereka telah selesai mejalankan pidananya, mereka
mempunyai bekal keterampilan sehingga bisa mandiri dan berdikari.

. Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu memberikan wadah kepada keluarga
narapida khusunya dengan kasus narkotika berupa edukasi tentang

pentingnya dukungan moril keluarga kepada warga binaan.
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